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BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR 2 TAHUN 

TENTANG 

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

a. bahwa dalam rangka, memberikan perlindungan, pengakuan, 

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk 

Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu meningkatkan pelayanan 

kepada seluruh lapisan masyarakat , guna mewujudkanpelayanan 

administrasi bagi masyarakat secara gratis, mudah dan cepat. 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) 

huruf f dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan diselenggarakanoleh Desa yang mengatur bahwa 

urusan administrasi kependudukan perlu diatur dengan peraturan 

Bupati; 

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang 

layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

c. 
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1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor262, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan 
Administrasi Kependudukan secara Daring (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 152); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019Pendataan 
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan 
Administrasi Kependudukan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1479); 
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8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 108 Tahun 2019tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1789); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya 

disebut Disdukcapil adalah Satuan KerjaPerangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pencatatan Sipil. 

6. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut 

Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 

lain. 
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7. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata 
penduduk, pencatatan 
kependudukan dan 

atas pelaporan atas peristiwa 
pendataan penduduk rentan 

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen 

kependudukan berupa kartu identitas atau surat 
keterangan kependudukan. 

8. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang 
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada 
instansi pelaksana. 

9. Pelayanan Kependudukan tunggal adalah pelayanan 
Dokumen Administrasi Kependudukan secara tunggal. 

10. Pelayanan Kependudukan Paket adalah Pelayanan 
Dokumen Administrasi Kependudukan dalam satu 
permohonan akan diterbitkan lebih dari 1 dokumen. 

11. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat 
kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi 
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat 
sederhana dan intensitas tinggi di Daerah. 

12. Camat adalah Kepala Kecamatan. 
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, 
kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang 
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta 
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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16. Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa, yang 
selanjutnya disingkat LABD adalah pengelolaan data 
kependudukan di Desa dan penyelenggaraan fasilitasi 
pelayanan administrasi kependudukan di Desa melalui 

aplikasi layanan online maupun offline dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalamsatu 
tempat. 

17. Kelompok Kerja Administrasi induk desa selanjutnya disebut 
Pokja Adminduk adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh 
Kepala Desa dalam rangka memfasilitasi penduduk untuk 

mengurus dokumen kependudukan. 
18. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disebut penduduk rentan adalah penduduk 
yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen 
kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, 
penduduk korban bencana sosial, orang terlantar dan 

komunitas terpencil. 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan 

pelayanan Adminduk sesuai standar pelayanan yang berlaku 
dengan menggunakan sumber daya yang ada di Disdukcapil dan 
yang ada di Desa dalam memudahkan, serta meningkatkan 
pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Pasal 3 

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. tujuan umum penyusunan Peraturan Bupati ini adalah 

terwujudnya penyelenggaraan LABD di Daerah; 
b. tujuan khusus penyusunan Peraturan Bupati ini adalah: 

1. mempercepat dan memberikan kemudahan layanan 

kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Desa; 
2. memfasilitasi pembaharuan dan penyelarasan data 

kependudukan di Desa; dan 
3. meningkatkan akurasi data kependudukan. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Desa menyelenggarakan sebagian urusan 
Adminduk berdasarkan kewenangan penugasan dari Bupati. 

(2) Penyelenggaraan sebagian urusan Adminduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LABD. 

(3) Sangadi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan LABD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Sangadi dalam menyelenggarakan sebagian urusan 
Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
menunjuk tim Pokja Adminduk Desa. 

Pasal 5 

(1) LABD dilakukan dalam bentuk pelayanan yang meliputi: 
a. pendaftaran penduduk; 
b. pencatatan sipil; dan 
c. pencatatan dalam buku setiap transaksi data 

kependudukan pada Desa. 

(2) Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat 
(1) meliputi: 
a. buku harian pelaksanaan administrasi kependudukan, 

untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting di Desa; 

b. buku induk penduduk, untuk mencatat data penduduk 
dalam setiap keluarga di Desa; 

c. buku mutasi penduduk, untuk mencatat perubahan 
data penduduk dalam setiap keluarga di Desa; dan 

d. buku pokok pemakaman / kematian, untuk mencatat 

peristiwa kematian penduduk di Desa. 
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BAB III 
LAYANAN AOMINISTRASI KEPENOUOUKAN BERBASIS OESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 
(1) Sangadi menyelenggarakan LABO secara terus menerus, 

cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari 

masyarakat. 
(2) Penyelenggaran LABO sebagaimana dimaksud pada ayat(l), 

meliputi: 
a. jenis LABO; dan 
b. paket LABO. 

(3) Oalam penyelenggaraan LABO sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Desa wajib mengikuti standar operasional prosedur 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Jenis LABO 

Pasal 7 
Jenis LABO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf a, terdiri dari: 
a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan 
b. pelayanan pencatatan sipil. 

Pasal 8 
(1) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 hurufa, meliputi: 
a. pencatatan biodata penduduk; 
b. penerbitan kartu keluarga; 
c. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik; 
d. penerbitan kartu identitas anak; 
e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan 
f. pendataan administrasi kependudukan bagi: 

1. penduduk rentan; dan 
2. kelompok khusus. ---- 
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(2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) h uruf e melipu ti: 
a. surat keterangan pindah; dan 
b. surat keterangan tempat tinggal. 

(3) Pendataan administrasi kependudukan bagi penduduk 
kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f angka 2 adalah kelompok masyarakat yang terdiri 

atas: 
a. masyarakat adat; 
b. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

c. penyandang disabilitas; 
d. anak dan orang dewasa yang hidup dijalan dan/atau 

diluar pengasuhan keluarga, anak dari perkawinan 
campur, anak dari orang tua yang menjadi pekerja 

migran Indonesia dan anak hasil perkawinan antara 

pengungsi atau pencari suaka dan warga Negara 

Indonesia; 
e. pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah 

menikah/bercerai tetapi belum memiliki bukti 

perkawinan/ perceraian; 
f. pekerja migran Indonesia yang bermasalah; dan 
g. kelompok khusus lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(1) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b meliputi: 
a. register akta pencatatan sipil ; dan 
b. kutipan akta pencatatan sipil. 

(2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta: 

a. kelahiran; 
b. kematian; 
c. fasilitasi pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan 
d. perceraian. 
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(3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta 

pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pelayanan pencatatan sipil juga mencakup 
pengusulan/fasilitasi penerbitan surat keterangan 
perkawinan luar domisili pada Oinas kependudukan dan 
pencatan sipil selaku pejabat pencatatan sipil di Oaerah. 

Bagian ketiga 
Paket LABO 

Pasal 10 
(1) Paket LABD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas 
layanan dokumen kependudukan sesuai jenis LABO 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui: 

a. layanan dokumen kependudukan tunggal; atau 
b. layanan dokumen kependudukan paket. 

(2) Layanan dokumen kependudukan tunggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan terhadap 
dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara tunggal. 
(3) Layanan kependudukan paket sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, menghasilkan produk dokumen Adminduk 

meliputi: 

a. paket untuk pencatatan akta kelahiran menghasilkan 3 

(tiga) dokumen yaitu : 
1. akta kelahiran; 
2. kartu keluarga; dan 
3. kartu identitas anak. 

b. paket untuk pencatatan akta kematian, menghasilkan 3 
(tiga) dokumen yaitu: 
1. akta kematian; 
2. kartu keluarga; dan 
3. kartu tanda penduduk elektronik dengan status 

cerai mati. 
c. paket untuk pencatatan perkawinan menghasilkan 4 

(empat) dokumen yaitu: 
1. kartu keluarga yang baru menikah a tau peru bahan 

status perkawinan; 
2. kartu tanda penduduk elektronik pasangan dengan 

status kawin; 
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3. akta perkawinan; dan 
4. kartu keluarga bagi orang tua bagi pasangan yang 

baru menikah. 

d. paket untuk pencatatan akta perceraian menghasilkan 
5 (lima) dokumen yaitu: 
1. akta perceraian; 
2. kartu keluarga pria; 
3. kartu keluarga wanita; 

4. kartu tanda penduduk elektronik pria dengan status 
cerai hidup; dan 

5. kartu tanda penduduk elektronik wanita dengan 
status cerai hid up. 

e. paket untuk pendaftaran penduduk datang kabupaten/ 
kota dan provinsi/antar negara menghasilkan 2 (dua) 
dokumen yaitu: 
1. kartu keluarga; dan 
2. kartu tanda penduduk elektronik. 

f. paket pindah datang dalam kabupaten antar kecamatan 
atau Desa/kelurahan menghasilkan 2 (dua) dokumen 

yaitu: 

1. kartu keluarga; dan 
2. kartu tanda penduduk elektronik. 

Pasal 11 

Persyaratan Layanan dokumen kependudukan tunggal 
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pencatatan akta kelahiran : 
1. fotokopi surat keterangan kelahiran anak dari rumah 

sakit/ Puskesmas/fasilitas kesehatan/ dokter /bidan atau 
surat keterangan kelahiran kepala Desa/lurah; 

2. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua; 
3. kartu keluarga orang tua; 
4. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain 

yang sah. 
5. mengisi formulir Fl.O 1 sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

6. mengisi formulir F-2.03 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

7. Surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 
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diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 
b. pencatatan akta kematian: 

1. surat keterangan kematian dari kepala Desa/perangkat 
Desa, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; 

2. kartu keluarga yang yang meninggal dunia; 
3. kartu tanda penduduk elektronik yang meninggal dunia; 

4. mengisi formulir F-2.01 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

5. Surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
c. pencatatan akta perkawinan: 

1. surat nikah yang ditandatangani oleh pendeta atau 
pemuka agama; 

2. asli/fotokopi kartu tanda penduduk elektronik kedua 

mempelai; 
3. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik orang tua kedua 

mempelai; 
4. Pas foto berwarna gandeng calon mempelai ukuran 4x6 

sebanyak 3 (tiga) lembar; 
5 fotokopi akta kelahiran calon mempelai; 
6. akta perceraian/kematian bagi yang pernah menikah; dan 
7. mengisi formulir F1.05 sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. pencatatan akta perceraian: 
1. fotokopi salinan putusan pengadilan tentang perceraian/ 

melampirkan asli salinan putusan pengadilan; 

2. asli kutipan akta perkawinan; 
3. asli kartu tanda pendiduk elektronik; 
4. asli kartu keluarga; 
5. mengisi formulir Fl.05 sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

6. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 



-12­ 

Peraturan Bupati ini. 

e. pendaftaran pindah: 
1. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

2. mengisi formulir F.1.03 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
3. fotokopi kartu keluarga; dan 
4. fotokopi kartu tanda poenduduk elektronik. 

f. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik hilang ataurusak: 

1. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat jika kartu 

tanda penduduk elektronik hilang; 
2. fotokopi kartu keluarga hilang atau rusak; dan 
3. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
g. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik hilang Juar 

domisili: 
1. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat; 
2. fotokopi kartu keluarga; dan 
3. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
h. pengurusan kartu identitas anak: 

1. fotokopi kartu keluarga; 

2. fotokopi kutipan akta kelahiran; 
3. pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) 

lembar/khusus untuk 5-6 tahun; dan 
4. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 

diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 
Persyaratan layanan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
sebagai berikut: 

kependudukan paket 
10 ayat ( 1) huruf b adalah 
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a. paket pencatatan akta kelahiran: 
1. fotokopi surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit/ 

puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter /bidan atau surat 
keterangan kelahiran kepala Desa/lurah; 

2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik orang tua; 
3. kartu keluarga orang tua; 

4. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain 
yang sah; 

5. mengisi formulir F 1. 01 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

6. mengisi formulir F-2.03 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

7. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
b. paket pencatatan akta kematian: 

1. surat keterangan kematian dari kepala Desa/perangkat 
Desa, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; 

2. kartu keluarga yang yang meninggal dunia; 
3. kartu tanda penduduk elektronik yang meninggal dunia; 
4. mengisi formulir F-2.01 sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

5. Surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

c. paket pencatatan akta perkawinan: 
1. surat nikah yang ditandatangani oleh pendeta atau pemuka 

agama; 
2. asli/fotokopi kartu tanda penduduk elektronik kedua 

mempelai; 
3. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik orang tua kedua 

mempelai; 
4. pas foto berwarna gandeng calon mempelai ukuran 4x6 

sebanyak 3 (tiga) lembar; 
S. fotokopi akta kelahiran calon mempelai; 
6. akta perceraian/kematian bagi yang pernah menikah; dan 
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7. mengisi formulir Fl.05 sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. paket pencatatan akta perceraian: 
1. fotokopi salinan putusan pengadilan tentang perceraian 

dengan melampirkan asli salinan putusan pengadilan; 
2. asli kutipan akta perkawinan; 
3. asli kartu tanda penduduk elektronik; 
4. asli kartu keluarga; 
5. mengisi formulir F1.05 sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

6. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 
diwakilkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

e. pendaftaran datang dari luar kabupaten/provinsi: 
1. surat keterangan pindah warga negara Indonesia dari 

Daerah asal; dan 
2. surat kuasa dari yang bersangkutan bermeterai jika 

diwakilkan ssesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

f. pendaftaran pindah datang dalam kabupaten an tar kecamatan 

atau antar Desa/kelurahan: 
1. surat kuasa bermeterai jika diwakilkan sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

2. mengisi formulir F.1.03 sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KELOMPOK KERJA ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN 

Pasal 13 
(1) Sangadi membentuk Pokja Adminduk yang ditetapkan oleh 

keputusan sangadi. 
(2) Struktur keanggotaan Pokja Adminduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. sangadi sebagai penanggungjawab; 
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b. sekretaris Desa sebagai ketua; 
c. kasi pemerintahan sebagai sekretaris; dan 

d. unsur perangkat Desa dan unsur dari lembaga 
kemasyarakatan Desa sebagai anggota. 

(3) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. memfasilitasi kebutuhan operasional pengurusan 

adminduk masyarakat berdasarkan standar peryaratan 
pelayanan pada masing-masing produk dokumen 
adminduk yang akan diterbitkan; 

b. melakukan pelaporan/pengurusan dokumen adminduk 
secara aktual di kantor Disdukcapil dengan membawa 
surat tugas dari sangadi/lurah; 

c. melakukan pelaporan/pengurusan dokumen adminduk 
secara daring maupun menggunakan fasilitas teknologi 
informasi yang sudah ditentukan; 

d. melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan standar 
persyaratan pelayanan serta standart operasional 
prosedur dalam pengurusan Adrninduk bagi penduduk 
Desa; 

e. melaksanakan pendataan bagi penduduk Desa berkaitan 
dengan Adminduk; dan 

f. membantu melengkapi dan/atau mengumpulkan berkas 
persyaratan bagi penduduk yang data dan dokumen 
kependudukannya tidak ada dan/atau bermasalah. 

(4) Membuat laporan hasil penyelenggaraan LABD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c 
dan huruf d. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Adminduk harus 
melaksanakan tugas secara transparan, profesional dan 

akuntabel. 
(6) Semua pelayanan dokumen Adminduk tidak dikenakan 

biaya/ gratis. 

Pasal 14 
Pokja Adminduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 
melakukan hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan 

koordinatif dengan petugas Disdukcapil baik secara luring 
maupun dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang 

sudah ditentukan. 
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BABY 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 
Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan LABD 
dapat bersumber dari: 

a. anggaran dan pendapatan belanja negara; 
b. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan 
c. anggaran dan pendapatan belanja Desa. 

BABY! 
PEMANTAUAN EYALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 16 
(1) Disdukcapil melakukan pemantauan dan evaluasi secara 

berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap 
penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan 
LABD. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui 
berbagai masalah yang muncul dan upaya- upaya 
penyelesaiannya. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan LABD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan 
masukan untuk penyempurnaan kebijakan, program dan 
kegiatan peyelenggaraan LABD selanjutnya. 

Pasal 17 

(1) Pokja Adminduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 

melaporkan hasil capaian LABD dalam bentuk formulir 

rekapitulasi jumlah penduduk kepada sangadi paling lambat 
setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. 

(2) Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyampaikan laporan penyelenggaraan LABD kepada 
Bupati melalui Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada 
Camat paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan 

berikutnya. 

Pasal 18 
(1) Kepala Dinas menyampaikan laporan evaluasi dan 

penyelenggaraan LABD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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15 dan Pasal 16, kepada Bupati secara berkala paling sedikit 

1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 
(2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),meliputi 

a. pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. rekapitulasijumlah penduduk; 
c. penggunaan anggaran; 
d. permasalahan yang dihadapi; 
e. upaya yang telah dilakukan; dan 
f. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 19 

(1) Bupati melalui Disdukcapil melakukan pembinaan kepada 

pemerintah Desa dalam penyelenggaraan LABD. 

(2) Bupati melalui Disdukcapil dapat mengevaluasi LABD jika 
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang termaktub 

dalam Peraturan Bupati Ini. 
(3) Bupati melalui Inspektorat Daerah melaksanakan 

pengawasan pelaksanaan LABD di Desa. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Ditetapkan di Lolak 
fo 

Pj. 

v 2023 ( 

G MONGONDOW I 

Diundangkan di Lolak 
.- Lt 1u23 

DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

Sn 0 
ALLANG[ 

BERTA 'hERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR .$ 

NO PENGELOLA P RAF 
1. KEPALA DINAS DUKCAPIL 
2. KABAG HUKUM 
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
4. SEKRETARIS DAERAH 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG 

TAHUN 2023 

2023 

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

BERBASIS DESA DI 

1. FORMULIR F1.O1 

BIO DATA KELUARGA 

ORMULR 8ioDATA KELUARGA 
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PENG4AN f Out it ft.0f 
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2. FORMULIR Fl.03 ( FORMULIR PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK) 

F1.03 
ORMULUR PENDATARAN PERPINDAHAN PENDUDUK 

7 -LIl± 

fut t mg d.ah 
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3. FORMULIR F 1.05 ( SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PERKAWINAN / PERCERAIAN BELUM TERCATAT) UNTUK SUAMI DAN ISTRI. 

Untuk Suami 

SURAT PERNYAT AAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
PERKAWINAN PERCERAIAN BELUM TERCATAT 

I I L.95 

Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
I. Nama .. 

NIK . ··············-···········-----·-·························---------····-·••·········· 
scbagai suami. sclanjutnya discbut PIHAK PERT AMA. 

II. Nama . 
NIK . ···········-···············•······························••························· 

scbagai isteri. sclanjutnya discbut PIHAK KEDUA. 
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan scbagai suami isteri / telah melakukan pcrcraian, yang 
dilak sanakan pada .....-.--.............-.--..-..-..-..­ 
(tanggal pckawmnan / perceraian), dengan saksi-saksi: 

I. Nama - - - .. 
NIK ·-· ·-· - - _ .. _ . 

II. Nma 
NIK 

..... 
.. -- .. - - - . 

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut: 
No Nama No. Akta Kelaliran SHDK 

Demilian Surat Pernyataan ini kami buat dcngan scbenamya. apabila dalam ketcrangan yang saya bcnkan tcrdapat 
hal-hal yang tidak berdasarkan kcadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

. -20 .. 
Yang menyatakan. 

PIHAK ISTRI PIHAK SU AMI 

( ) 
�IK _ .. 

[i] } 10000 

I .. 
NIK 

Saks II. Saks I 

I .. _ _ I 
:S[K . 

[ _ ) 
:SJ!{_ ·-· 

)coret yang tidak sesai 

Lembar I 
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SHDK 

[l 

No. Akta Kelahiran 
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
PERKAWINAN PERCERAIAN BELUM TERCATAT 

Nama 
NIK 

Untuk lstri 

IV. 

Dengan Nama anak-anak scbagai berikut : 
No Nama 

Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
Ill. Nmna . 

NIK 
scbagai suam, sclanjutnya discbut PIHAK PER TAMA 

IV. Nmna . 
NIK 

scbagai isteni, sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA, 
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan scbagai suami isteri / telah melakukan perceraian. yang 
dilaksanakan padn . 
tanggal pckawman/ perccraian) dengan saksi-saksi: 

Ill. Nama . 
NIK 

I 

( 

Demilian Surat Pernyataan ini kami buat dengan scbenamya. apabila dalam keterangan yang saya benikan terdapat 
hal-hal yang tidak berdasarkan kcadaan yang sebcnarnya, saya bcrscdia dikenakan sanksi scsuai dcngan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

. 20 . 
Yang menyatakan, 

PIHAK SUAMI PIHAK ISTRI, 

r. 
ii 

. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
:,, lK . 

I ·•· I 
Nil\. . 

Saks II Saks I. 

I I 
.\IK . 

( ) 
�IK.. ········· ·•··•···•· 

) coret yang tidak sesuai 

Lembar ' 
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4. FORMULIR F-2.03 SPTJM KELAHIRAN (SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB 

MUTLAK KEBENARAN DATA KELAHIRAN). 

F-2.03 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
KEBENARAN DATA KELAHIRAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
NIK 
Tempal/Tanggal Lahir 
Peker]aan 
Alamat 

menyatakan bahwa : 

Nama 
NIK 
Tempal/Tanggal Lahir 
Anak ke ) 
Jenis Kelahiran 
Alamat 

adalah anak kandung dari: 

Nama lbu 
NIK 
Tempat/Tanggal Lahir 
Pekerjaan 
Alamat 

• TUNGGAL/KEMBAR .....") 

yang lahir dengan penolong kelahiran : 

Nama 
NIK 
Pekerjaan 
Alamat 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamnya dan apabila di 
kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses 
secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang 
diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. 

Saksi I, 

( ) 
NIK . 

Saksl II, 

( ) 
NIK . 

............ , ·············••··················· 20 .... 
Saya yang menyatakan, 
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5. FORMULIR F-2.01 FORMULIR PELAPORAN DATA KEMATIAN. 

wteinu . SULAWESI UTA4 [)1] 
9 

.bapa tan/ 4ta A BP ATEN BO AANG M,GOD Ow [01 
c2mt n ..... 

Deaf sluatan .. 
ode #wiayah [7WT] I I I I I I 
I FORMULJR PELAPORAN PECA TA TAN 5IPL DH DALAM WILAYAH NKRI 

enis slapora Penett n Si pill [lean 
[DATA ELA OR 

Na I I I I I I I I I I 
NI 
Nome Dolumer ral at 
Nomoe tart u tu ar ga 
Kew4g an 
Nome Hep hons 

Alrat a.al ­ 
' II 

lira I I I I I I I I I I 
lun. 

dome fart u .tu r$a 
[ewneg 2it 

ALA SA±SL 
Na I I I I I I I I I I 
Ii 
[omoe tart u kc#u an g 

I 
w4au0$, r an 

.4.. . .. 
Na Ah I I I I I I I I I I 
Nn. Ah 
Tm pat uhi Ayah 
Tao$gal uhir #wh gt 8lo Tho 

ew4snag2c2a I I I 7 I I I I I I 
Na bu 
Ni. 1bu 

'Tampa Luhr tu 
[Tangal Lhir tt al 8ln. Tho. 

[Kew4 4neg4 a 
' ' 

KE MATAN 
1. 
2. am erg.a.p I I I 7 I I I I I I 

' 3. 1al Katan 4l 8l Tho �� 
4. k.l l I- l - - 
5. S4tab amatan . ,- t. Salt bisa 'tu 2 Watah #cal it 3..elak2an ..... - : 4.mialit2 5. Bruh Din ~. Linty 

• Tempat amna tin 
• f nerrgl L t. Daitr ..... 2. Tung sarte - 3 so[]+ uuo 

' ' 
I ---·· ··-··-··-···-··- 20 ··•· 

ton gt hut 7lap6r 

Peabat Du kc pil ang Mame«degi 
' 

t -·--·------1 
, _____ I 

1! 



- 26­ 

6. SURAT KUASA JIKA DIWAKILKAN UNTUK PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

SURAT KUASA 

YAIVA LSLKIINL ING#IN Lt#Av#rt AINI ; 

NAM A 
TEMPAT, TANGGAL LAHIR 
PEKERJAAN 
ALAMAT 

DF NGAN NI MFMEFRI KUASA KEADA : 

NAM A 
TEMPAT, TANGGAL LAHIR 

PEKERJAAN 
ALAM AT 

UNTUK MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERUPA : 

ANN 
ANN 1. 

2. 
3. 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERLPA : 

DE MIKIAN SURAT KUASA INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN 
APABILA DIKE MUDIAN HARRI TERNYATA SURAT KUASA INI TIDAK BENARR, MAKA 

SAYA BERSEDIA DI PROSES SECARA HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN YANG DITERBITKAN DARI SURAT KUASA 

INI MENJADI TIDAK SAH. 

PE NERIMA KUASA 

< , •••••••••••• 
NIK. 

PEMBERI KUASA 

METERAL 
p.10.000 

( e •••••••••••••••••••••••• 
NIK. 
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7. FORMULIR BUKU POKOK PEMAKAMAN 

FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN 
Nama Tempat Pemakaman 

Alamat 

TEMPAT, NAMA DAN NO. 
TANGGAL NAMA NIK H.P. KELUARGA NO. NIK NAMA TANGGAL PEMAKAMAN PELAPOR PELAPOR YANG DAPAT KET. 

MENINGGAL DIHUBUNGI 
(1) (2) ) (4) (5) (5) (7) (8) '9) 

I 

44444444444444444444ff 

Petugas Pemakaman 

( ) 
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8. FORMULIR KEMATIAN DI DESA / KELURAHAN 

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN 

RT/RW 

Desa/Kelurahan 

Kecamatan 

Kab/Kota 

NO. NIK NAMA TEMPAT TEMPATDAN NAMA NIK NAMA DAN NO. 
LENGKAP DAN TANGGAL PELAPOR PELAPOR H.P. KELUARGA 

TANGGAL MENINGGAL YANG DAPAT 
LAHIR DIHUBUNGI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I 

..................................... 
Kepala Desa/Lurah . 

( ) 

............. , , . 
Ketua R.T . 

( ) 

A., 
Pj. BUPATJ BOLAANG MONGONDOW / 

"' 

NO PENGELOLA PARAF 
1. KEPALA DINAS DUKCAPIL d 
2. KABAGHUKUM 
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM t4 
4. SEKRETARIS DAERAH I 


